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PERITTATAAI{ TELIUI DIRIVIU
I.AFORAN ITTUAJTGAN KOIf,ISI YI'DISIAL RI

TAHT'il AITGGARAJ| 2025

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk Tahun
Anggaran 2O25 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2O25, laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Catatan Atas l,aporan Keuangan untuk periode yang beralhir pada
tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan
adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan ultuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan infiormasi, serta kesesuaian pengakuan,
pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih
sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh
karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
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tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.
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 A. PENJELASAN UMUM 

 A.1. Dasar Hukum dan Peraturan 

Dasar Hukum 

dan Peraturan 

 

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan 

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan 

Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan 

pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi 

keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintahan; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan 

bahwa Laporan Keuangan (Audited) disusun berdasarkan Laporan 

Keuangan (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut 

hasil pemeriksaan BPK; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan; 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun 2025; 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan 

Akun Standar; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang 

Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik 

Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang 

Penatausahaan Barang Milik Negara; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang 

Penilaian Kembali Barang Milik Negara; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup 

Kementerian/Lembaga; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang 

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
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118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali 

Barang Milik Negara; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang 

Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian 

Negara/Lembaga; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum 

Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang 

Kebijakan Akutansi Pemerintah Pusat; 

27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2015 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara; 

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:PER-8/PB/2023 

tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, 

Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada 

Kementerian/Lembaga; 

29. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 331/PB/2021 

tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 

tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun 

Standar; 

31. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang 

Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI; 



Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 (Audited) 

- 12 - 
 

 

 

 

  

 
 

32. Surat Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan a.n Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 

Januari 2024 tentang Mengidentifikasi dan mengeliminasi transaksi 

resiprokal secara memadai sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 

Nomor 19 Tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal 

pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP); 

33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-104/PB/2025 

tanggal 17 April 2025 Hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 26, 

Pencatatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada masa transisi 

penyusunan Laporan Keuangan (Audited) 

34. Petunjuk Teknis Akuntansi 26, Pencatatatan BMN (Persediaan dan 

Aset Tetap) pada masa transisi penyusunan Laporan Keuangan 

(Audited); 

35. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:S-86/PB/2026 

tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL  

Tahun 2025 (Audited) 

 
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI 

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan 

amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah 

direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi 

lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip 

demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan ”checks and 

balances” untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap 

pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga 

peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan. 

Visi Komisi Yudisial RI adalah “Menjadi Lembaga Yang Kredibel untuk 

Hakim yang Mandiri dan Berintegritas dalam Rangka Mewujudkan 

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim 

b. Meningkatkan Pemberdayaan Partisipasi Publik dan Penguatan 

Kelembagaan 
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Kemudian Komisi Yudisial merumuskan tujuannya yaitu terwujudnya 

peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuan dari Komisi Yudisial maka dirumuskan 

lah sasaran strategis komisi yudisial Tahun 2025- 2029 sesuai dengan 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut: 

a. Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim, dengan indikator 

sasaran strategis yaitu Indeks Integritas Hakim. Indeks Integritas Hakim 

diukur melalui dua sumber utama, yaitu data kinerja internal hasil 

pemantauan Komisi Yudisial terhadap hakim berintegritas, serta data 

eksternal berupa hasil survei yang melibatkan masyarakat dan pakar. 

Dengan demikian, pencapaian sasaran ini tidak hanya ditentukan oleh 

penilaian internal Komisi Yudisial, tetapi juga mencerminkan persepsi 

dan evaluasi dari pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan 

pengalaman langsung terhadap layanan peradilan; 

b. Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, 

Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator sasaran strategis yaitu 

Kategori Indeks Reformasi Birokrasi. Kategori indeks reformasi birokrasi 

yang dihasilkan dari penilaian KEMENPANRB. 

Dalam rangka menunjang tugas-tugas teknis administrasi tersebut, sesuai 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 

2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial Republik Indonesia, seperti gambar berikut: 

Struktur Organisasi Komisi Yudisial RI 
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Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2017 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja Penghubung 

Komisi Yudisial didaerah  pembentukan Penghubung Komisi Yudisial 

bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial: 

a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim 

b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran 

KEPPH secara tertutup 

d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang 

perseorangan kelompok orang, atau badan hukum yang 

merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial. 

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa 

daerah, antara lain: 

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara 

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau 

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan 

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah 

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur 

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur 

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat 

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan 

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara 

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat 

11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur 

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku 

Kemudian tahun 2022 berdasarkan berita acara rapat pleno nomor: 

01/AP.01.01/11/2021 yaitu menetapkan keputusan bahwa Pimpinan dan 

Anggota Komisi Yudisial menyetujui pembentukan 8 (delapan) kantor 

penghubung antara lain: 

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh 

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat 

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung 
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4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali 

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan 

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara 

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua 

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat 

 A.3.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) ini merupakan laporan 

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi 

Yudisial RI.  Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi 

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam 

penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. 

Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung 

pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, 

modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset 

tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber 

daya dan teknologi informasi. 

 
A.4. Basis Akuntansi  

Basis 

Akuntansi 

Komisi Yudisial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan 

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas 

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 
A.5. Dasar Pengukuran   

Dasar 

Pengukuran  

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang 

diterapkan Komisi Yudisial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

 

A.6. Kebijakan Akuntansi 

Kebijakan 

Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) telah 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan 

akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut: 

 
(1) Pendapatan- LRA 

Pendapatan-

LRA 

 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Negara (KUN).  

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
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• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 
(2) Pendapatan- LO 

Pendapatan-

LO 

 

Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan dan 

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya 

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Komisi 

Yudisial RI adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai 

dilaksanakan  

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai 

dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat 

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.  

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan 

disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 
(3) Belanja 

Belanja Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus 

pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 
(4) Beban 

Beban 

 

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 (5) Aset   

Aset 
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 
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a. Aset Lancar 

Aset Lancar 

 

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan 

kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

• Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, 

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan 

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat 

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan 

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara 

jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal, 

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut 

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan 

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang 

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan 

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. 

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal 

neraca dikalikan dengan  

Kualitas 
Piutang 

Uraian Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal 
jatuh tempo 

0,5% 

Kurang Lancar 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak dilakukan 
pelunasan 

10% 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Kedua tidak dilakukan 
pelunasan 

50% 

Macet 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak dilakukan 
pelunasan 

100% 
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a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  

b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  

c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh 

dengan cara lainnya. 

 
b. Aset Tetap 

Aset Tetap 

 

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.  

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi 

sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan 

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih besar dari 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

d. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah  yang  disebabkan  antara  lain  karena  aus, ketinggalan  

zaman,  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi  yang  makin  

berkembang,  rusak  berat,  tidak sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi 

ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. Aset  tetap  yang  secara  

permanen  dihentikan penggunaannya,  dikeluarkan  dari  neraca  

pada  saat  ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.   

 c. Penyusutan Aset Tetap  

Penyusutan 

Aset Tetap 

Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset 

tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah;  

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);  dan Aset  Tetap  yang  

dinyatakan  hilang  berdasarkan  dokumen sumber sah atau dalam 
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kondisi rusak berat dan/ usang yang  telah  diusulkan  kepada  

Pengelola  Barang  untuk dilakukan penghapusan. 

Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap dilakukan  setiap  

akhir  semester  tanpa  memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan  

Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan metode garis lurus yaitu 

dengan mengalokasikan nilai yang dapat  disusutkan  dari  Aset  Tetap  

secara  merata  setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman Keputusan  

Menteri  Keuangan  Nomor  59/KMK.06/2013 tentang  Tabel  Masa  

Manfaat  Dalam  Rangka  Penyusutan Barang  Milik  Negara  berupa  Aset  

Tetap  pada  Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat 

adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun 
 

 
d. Piutang Jangka Panjang 

Piutang 

Jangka 

Panjang 

 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan 

direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan 

nominal dan disajikan secara nilai yang dapat direalisasikan. 

 e. Aset Lainnya 

Aset Lainnya 

 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap,  dan  

piutang jangka panjang.  Termasuk  dalam  Aset Lainnya  adalah  aset  tak  

berwujud,  tagihan  penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari  12 

(dua belas)  bulan, aset  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  (kemitraan),  

dan  kas yang dibatasi penggunaannya,  

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak 

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 
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termasuk hak atas kekayaan intelektual.  

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode 

garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat 

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

Masa  Manfaat  Aset  Tak  Berwujud  ditentukan  dengan berpedoman  

Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor: 620/KM.6/2021  tentang  Masa  

Manfaat  Dalam  Rangka Amortisasi Barang Milik  Negara berupa Aset Tak 

Berwujud pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara umum  tabel  masa 

manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Software 4 Tahun 

Franchise 5 Tahun 

Lisensi, Hak Paten, Sederhana, Merk, Desain Industri, 

Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

10 Tahun 

Hak Ekonomi, Lembaga  Penyiaran, Paten Biasa, 

Perlindungan Varietas Tanaman Semusim 

20 Tahun 

Hak Cipta Karya Seni  Terapan, Perlindungan Varietas 

Tanaman Tahunan  

25 Tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.  II,  Hak Ekonomi Pelaku 

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram  

50 Tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.  I 70 Tahun 

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari  

penggunaan  operasional  entitas,  disajikan  sebesar harga perolehan 

dikurangi akumulasi penyusutan. 

 

Kewajiban 

(6) Kewajiban 

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam 

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 



Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 (Audited) 

- 22 - 
 

 

 

 

  

 
 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, 

Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan Diterima di 

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka 

Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 

lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung.  

  

Ekuitas  

 

(7) Ekuitas  

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu 

periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam 

Laporan Perubahan Ekuitas. 

 

 

 

Capaian 

Output 

Strategis 

A.7 Capaian Output Strategis Komisi Yudisial RI  

Selama periode Tahun Anggaran 2025, output strategis yang telah 

dicapai oleh Komisi Yudisial RI sebagai berikut: 

 

Tabel 1 
Capaian Output Stategis Komisi Yudisial  Tahun Anggaran 2025 

(dalam rupiah) 

No 

Kode 

Output 
Strategis 

Uraian 

Output 

Alokasi Anggaran  

(Rp) 
 

Alokasi Belanja 

 (Rp) 

Persentase 

Penyerapan 

Target 

Keluaran 

Realisasi 

Volume 
Keluaran 

Progres 

Capaian 
Output 

1 100.BH 

Indeks 

Integritas 

Hakim 

39.373.955.000,00 29.551.982.883,00 75,05% 
Skor 
 7,9  

3.403,00 3.403,00 

2 100.WA 

Nilai 

Indeks 

Reformasi 
Birokrasi 

145.152.388.000,00 132.174.819.264,00 91,06% 
Nilai 

BB 
792,00 798,00 

JUMLAH 184.526.343.000,00 161.726.802.147,00 
  

 

 

 

 

 

Refocussing 

kegiatan/ 

realoaksi 

anggaran PC 

PEN 

 
A.8 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN serta output 

pelaksanaan PC PEN sesuai sektor dan program untuk Komisi 

Yudisial RI alokasi anggaran PC PEN 

Penjelasan Refocussing kegiatan/realokasi anggaran dalam rangka 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 

sektor kesehatan, Komisi Yudisial RI melakukan refocussing 
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kegiatan/realokasi anggaran dan tidak menggunakan anggaran untuk 

PC PEN: 

Tabel 2 

Refocussing kegiatan/realokasi anggaran PC PEN Tahun Anggaran 2025 

No 

Kode 

Output 
Strategis 

Uraian 

Output 

Alokasi 

Anggaran 
(Rp) 

Alokasi 

Belanja (Rp) 

Presentase 

Penyerapan 

Target 

Keluaran 

Realisasi 

Volume 
Keluaran 

Progres 

Capaian 
Output 

- - - - - - - - - 
 

 

 

Refocussing 

kegiatan/ 

realokasi 

anggaran pada 

Komisi 

Yudisial R.I 

A.9 Refocussing kegiatan/realokasi anggaran pada Komisi Yudisial 

R.I 

Selama periode Tahun Anggaran 2025, Komisi Yudisial tidak terdapat 

refocusing kegiatan/realokasi anggaran. 

 

 

Pengungkapan 

Program 

Prioritas 

Nasional  

Komisi 

Yudisial R.I 

A.10 Pengungkapan Program Prioritas Nasional pada Komisi 

Yudisial R.I 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada 

Komisi Yudisial terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) 

yaitu Prioritas Nasional ke-VII memperkuat stabilitas polhukhankam 

dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya 

melalui program prioritas penegakan hukum nasional dan konsolidasi 

demokrasi,  kegiatan prioritas perbaikan sistem hukum pidana dan 

perdata serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi, yang tersebar 

di Komisi Yudisial R.I dengan pagu mencapai Rp17.635.350.000,00 

dan realisasi sebesar Rp13.480.366.701,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 3 
Program Prioritas Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2025 

(dalam rupiah) 

Program/ 
Kegiatan 

Prioritas 
Pagu Realisasi % 

Satuan 
Output 

Strategis 
Target 

Capaian 
Output 

Strategis 
% 

Penguatan dan 
Integrasi Database 
Rekam Jejak 
Hakim 

1.265.000.000,00 778.172.587,00 61,52 Laporan 3 3 100,00 
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Program/ 

Kegiatan 

Prioritas 

Pagu Realisasi % 

Satuan 

Output 

Strategis 

Target 

Capaian 

Output 

Strategis 

% 

Pelatihan Kode Etik 
dan Pedoman 
Perilaku Hakim 
(KEPPH) serta 
Teknis hukum dan 
peradilan  

9.020.000.000,00 6.872.459.405,00 76,19 Orang 600 600 100,00 

Rekomendasi Hasil 
Kajian Penguatan 

Kelembagaan 
Komisi Yudisial 

2.350.350.000,00 1.914.781.497,00 81,47 Kegiatan 3 3 100,00 

Pelaksanaan 
Pengukuran indeks 
Integritas Hakim 

5.000.000.000,00 3.914.953.212,00 78,30 Dokumen 5 5 100,00 

 

 

 











































































































































































Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2025 (Audited) 

 

 

- 109 - 

 
 

 

 

ke rekening pemangku kegiatan. Namun oleh pemangku kegiatan sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 belum diserahkan kepada Pihak Ketiga. Dan 

serah terima kepada Pihak Ketiga (Vendor) dilaksanakan pada tahun 2026. 

Tabel 54 

Rincian Pembayaran Beban Tahun 2025 dibayarkan Tahun 2026 
(dalam rupiah) 

No Keterangan 
Penanggung 

Jawab 
Kegiatan 

Tanggal Pembayaran Jumlah 

1 Belanja Pemeliharaan Chiller AC 
Gedung KY Tahun 2025 

ARM 02 Januari 2026 74.080.721,00 

2 Pengadaan souvenir kegiatan 
diseminasi program pengukuran 

indeks integritas hakim TA.2025 

berupa smartwatch a.n PT. Kilau 
Cahaya Maezurra 

MNA 04 Januari 2026 26.887.838,00 

3 Pengadaan Souvenir berupa buku 
Biografi Ketua Komisi Yudisial 

Tahun 2025 

WND 04 Januari 2026 59.041.441,00 

4 Biaya Pengadaan souvenir berupa 
buku biografi Ketua Komisi 
Yudisial Tahun 2025 

WND 04 Januari 2026 31.596.395,00 

5 Belanja Perjalanan Dinas (Tiket) 

atas pembayaraan belanja barang 
sesuai dengan surat tugas antara 
lain 
Nomor:413/SPRIN/RP/KH.01.02/
12/2025 

RD 06 Januari 2026 45.236.597,00 

Jumlah 236.842.992,00 
 

 

 
 

 

 
Jakarta,  5 Mei 2026  

SEKRETARIS JENDERAL, 

 

 

 
 

Arie Sudihar 


